SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang A bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan  kepada masvarakat, perlu  penataan
penyvelenggaraan pelayanan kesehatan VANg
berjenjang dan berkesinambungan;

b. bahwa untuk terwujudnya kesinambungan pelayanan
kesehatan  sebagaimana  dimaksud  huruf  a,
diperlukan  Pengaturan  tentang Pedoman
Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan;

i bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman
Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelavanan Kesehatan.

Mengingai el - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomeor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382 1,);

2, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran [(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lemmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

& Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistern Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4456);



SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG
FEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR EALIMANTAN UTARA,

Menimbuang el bahwa dalam rangka meninghkatkan mutu pelavanan
kesehatan kepada masyarakat, perlu penataan
penvelengearaan pelayanan kesehatan Yang
berjenjang dan berkesinambungan;

b, bahwa untuk terwujudnya kesinambungan pelayanan
kesehatan  sebagaimana dimaksud huruf &,
diperlukan  Pengaturan  fentang Pedoman
Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelavanan Kesehatan:

i bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman
Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan.

Mengingar i ok Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 );

2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

¥ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Nomor 4844);

4, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 4456),
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelavanan Publik (Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahtm 2000 Nomor 112, Tambsghan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 36 Tehun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Saldt (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pemhentulan Peraturan Perundang-undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234),

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggars Jaminan Sosial [Lembaran
Negara Republik Indones] Tahun 2011 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesia
Nomor 5236);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provins| Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5362);

Peraturan Pémerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemeriniahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provingl dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota [Lembaran Negara Republik
Indonesis  Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomaor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012
tentang Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5372);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang
Sistem  Kesehatan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Namor |93);
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomo 29); sebagaimana telah
dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Permpturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2013:;

Peraturan Menter! Kesehatan Nomor 148 Tahun 2010
tentang Registrasi dan Praktik Perawat;

Peraturan Menter Kesehatan Nomor
HEK.02.02 /Menkes/148/1/2010 tentang lzin dan
Penyelenggaraan Praktik Perawat sebagpimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
17 Tahun 2013 [Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 473);

Peraturan Menteri kesehatan Momor
411 /Menkes/Per/111 /2010 tentang Laboratorium
Klinik;
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Peraturan Menteri Kesehntan Namor
1464 /Menkes/ Per /X /2010 tentang  lzin  dan
Penvelenggaraan  Praktik Bidan (Berita Negara
Republik Tndonesia Tahun 2010 Nomor 201);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
028 /Menkes/Per/1/2011 tentang Klinik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomaor 16);
Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 53 Tahun
2011 tentang Pembentukan Produk Hkum Daerah;
Peraturan Menter Kesehatan Nomor
2052 /Menkes/ Per/X/2011 tentang Ilzin Praktk dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Nepara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor 001 Tahun
2012 tentang Sistem Rujukan Pelavanan Kesehatan
Perorangan;

Peraturan Menteri Keschatan Nomor 69 Tahun 2013
tentang Standar Tadl Pelavanan Keschatan pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas
Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penvelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013
tentang  Pelavanan Kesehatan pada Jaminan
Kesehatan Nasional,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Keputusan Menteri Kesehatan Republik [ndonesia
Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kehijakan Dasar
Pusat Kesehatan Masyarakat;

Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor
HE/Menkes/31/1/2014 tentang Pelaksanan Standar
Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Keschatan
Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat
Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan
Kesehatan;

Surat Edaran Menteri kesehatan Momaor
HK/Menkesa/32/1 /2014 tentang Pelaksanan
Pelayanan Kesehatan Bagl Peserta BPJS Kesehatan
paida pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan
Fasilitas Keschatan Tmgkat Lanjutan dalam
Penyvelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN SISTEM RUJUEAN PELAYANAN
HKESEHATAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini vang dimaksud dengan !

1

Daerah adalah Provins: Kalimantan Utara.
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Pemerintah Daerah  adalah Pemermtah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai
unsur penyvelenggara Pemerintahan Daerah,

Dinas Kesehatan adalagh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara dan/atau
Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota,

Sistemn rujukan adelah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur
pelimpahan tupgas dan tanggung jawab secara timbal balik baik vertikal maupun
horizontal, terhadap penyakit atau permasalahan Kesehatan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnyva disingkat BRJS
Kesehatan adalah badan hukum vang dibentuk untuk menvelenggarakan program
Jaminan Kesehatan.

Jaminan Hesehatan adalah jaminan berupa periindungan kesehatan agar peserta
memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi
kebutuhan dasar kesehatan vang diberikan kepada setiap orang vang telah
membayar 1uran atau jurannya dibayar oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah,

Asuransi kesehatan komersial adalah Asuransi yvang dijual oleh Perusahaan atau
Badan Asuransi-lain, sifat kepesertaannya sukarela, terpantung kesediaan orang
atau Perusahaan untuk membell dan preminya ditetapkan dalam bentuk nominal
sesual manfaat Asuransi vang ditawarkan, premi dan manfaat asuransi kesehatan
komersial sangat variasi dan tidak sams untulk setiap peserta;

Fasilitas Pelayvanan Kesehatan adalah suatu tempat yvang digunakan wntuk
menyelengearakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif
maupun rehabilitatif vang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerntah Daerah atau
Masvarakat;

Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis
segera guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.

Puskesmas 24 jam adalah Puskesmas yang menvelenggarakan upaya pelayanan
Kesehatan perorangan selama 24 jam yang bersifat non spesialistik (primer) yang
meliputi pelavanan rawat jalan umum, pelavanan hkesehatan darurat medis dan
pertolongan persalinan.

slenjang rujukan adalah tingkatan fasilitas pelavanan kesehatan sesuai dengan

kemampuan pelayanan medis dan penunjang;

Pelayanan kesehatan tingkat pertama merupakan pelayanan kesehatan dasar
vang diberikan oleh bidan praktk, dokter umum prakuk, dokter gigh prakuk,
puskesmas beserta jaringannya dan klinlk pratama, Poliklinik TNI/ Polr;

. Pelayanan kesehatan tingkat kedua merupakan pelayanan kesehatan spesialistik

vang dilakukan oleh praktik dokter spesialis, praknk dolkter gigi spesialis, khnik
utama, laboratorium klinis/ kesehatan kabupaten/kota, laboratorium
khinis/kesehatan swasta, rumah salat kelas C dan rumah salkit kelas [,

Pelayanan kesehatan tingkat ketiga merupakan pelayvanan kesehatan sub
spesialistik yang dilakukan oleh dokter sub spesialistik atau dokter gigi sub
spesialistik yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub
gpesialistik vang dilakukan oleh rumah sakit kelas B dan romah sakit kelas A.

Rujukan kesehatan perorangan adalah rujukan hkasus yang berkaitan dengan
diagnosa, terapi dan tindakan medilk berupa pengiriman pasien, rujukan bahan
4




16.

1T

18.

pemeriksaan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan rujukan  ilmu
pengetahuan tentang penvakit.

Rujukan balik adalah rujukan atas kasus yang dirujuk, fasilitas penerima rujukan
akan merujuk balik pasien setelah memberikan pelavanan sesuai dengan
kebutuhannya, sehingga rujukan berjalan menurut alur yang ditetapkan,

Rujukan spesimen atau penunjang diagnostlk lainnya adalah  rujukan
pemeriksaan bahan vang berasal dan/atau diambil dari tubuh manusia untuk
tujuan diagnostilk, penelitian, pengembangan pendidikan, dan/atau analisis
lainnva.

Rujukan parsial adalah pengiriman pasien atau spesimen ke pemberi pelayanan
kesehatan lain dalam rangka menegakkan diagnosis atau pemberian terapi, vang
merupakan satu rangkaian perawatan pasien di fasilitas kesehatan;

BAR II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Qubernur inl adalah agar terwujud suatu
mekanisme kerja yvang mengatur secara clektfl dan efisien alur pasien sesuai
kebutuhan dan kewenangan kompetensi melalui jalur rujukan, sehingga dapat
mengoptimalkan sumber dayva vang ada

Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Oubernur inl  sebagai panduan  dalam
pelaksanaan sistem rojukan pelayanan kesehatan, balk bagi BPJ2 Kesehatan,
Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) maupun bagi masvarakat.

BAB III

RUJUKAN

Bagian Kesatu
Keglatan Rujukan Dan Pelaksanaan

Pasal 4

Kegiatan rujukan meliputi :

A
b
T

Rujukan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan vang lehih lengkap;
Rujukan berupa spesimen atau penunjang diagnostik lainnyva;
Rujukan pengetahuan, keterampilan dan penelitian;

Pasal §

Pelaksanaan rujukan harus memenuhn prosedur standar -

a.

b
c
d

™ 0

Merujuk pasien;

. Menerima rujukan pasien;

Member rujukan balik pasien;

. Menerima rujukan balik pasien;

Penanganan pasien di ambulans; dan
Rujukan maternal perinatal.



Pasal 6
Rujukan terhadap pasien dilakukan dalam hal -

a, Rujukan horizontal dilakukan apabila perujuk tidak dapat memberikan pelayanan
kesehatan sesumi dengan kebuluhan pasien karena keterbatasan fasilitas,
peralatan dan/atau ketenagaan vang sifatnva sementara atay menetap;

b. Rujukan wvertikal dar tingkatan pelayanan vang lebih rendah ke tingkatan
pelavanan vang lebih tinggl dilakukan apabila :

1. Pasien membutuhkan pelavanan kesehatan spesialistik atau sub spesialistik,

2. Perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan
kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau
ketenagaan.

FPasal T

Rujukan vertikal dari tingkatan pelavanan vang lebih tinggi ke tingkatan pelayanan
vang lebih rendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan apabila :

8, Permasalahan kesehatan pasien dapat ditangani oleh tingkatan pelavanan
kesehatan yang lebih rendah sesuai dengan kampetensi dan kewenangannya;

b. Kompetensi dan kewenangan pelavanan tingkat pertama atau kedua lebih baik
dalam menangan pasien tersebut;

c. Pasien membutuhkan pelayvanan lanjutan vang dapat ditangani oleh tingkatan
pelayanan kesehatan vang lebih rendah dan untuk alasan kemudahan, efisiensi
dan pelayanan jangka panjang;

Pasal 8

Fasilitas pelayanan kesehatan yang menerima rujukan harus merujuk kembali
pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan asal rujukan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 setelah member] pelayanan kesehatan bagi pasien nukan

Pasal 9

(1) Petugas keschatan wajib mengirimkan rujukan berupa spesimen atau penunjang
diagnostik lainnya jika memerlukan pemeriksaan laboratorium, peralatan
medik/tehnik, dan/atau penunjang disgnostik vang lebih tepat, mampu dan
lengkap sesuai dengan indikasi,

(2) Spesimen atau penunjang diagnostik lainnva sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapal dikirim dan diperiksa dengan atau tanpa disertai pasien yang
bersangkutan,

(3) Jika sebagian spesimen sudah diperiksa di Laoratorium pelayanan kesehatan
asal, laboratorium rujukan dapat memeriksa ulang dan memberi validasl hasil
pemeriksaan pertama:

[4) Fasilitas pelayanan kesehatan yang menerima rujukan spesimen atau penunjang
diagnostik lainnva sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib mengirimkan
laporan hasil pemeriksean ates spesimen atau penunjang diagnostik lainnvae
vang telah diperiksa ke fasilitas pelayanan kesehatan asal.



Pasal 10

1] Fasilitas pelavanan kesehatan dapal mengajukan permintaan rujukan
pengetahuan dan keterampilan kepada Dinas Kesehatan.

(2] Rujukan pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliput pemberian ;

a&. Bimbingan dan pelayanan kesehatan;
b. Bimbingan teknis/alih keterampilan;
€. Bimbingan kesehatan masvaralkat

{3) Rujukan pengetahuan dan pelavanan secara berkala dapat dilakukan dengan
CAra

#. Dokter spesialis dan sub spesialis yang dibutuhkan melakukan bimbingan
secars berkala di Puskesmas dan Rumah Salkit;

b. Residen senior ditugaskan ¢i Rumah Sakit Kabupaten/Kota atau Kabupaten
yang belum mempunyal dokter spesialis; dan

c. Magang atau pelatihan di Rumah Sakit Umum yvang lebih lengkap bagi dokter
umum, bidan atau perawat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum
Kabupaten/Kota.

(4] Dinas Kesehatan memfasilitasl dan atau membiayai kerja sama tentang rujukan
pengetahuan dan tenaga ahli/dokter spesialis antar fasilitas pelavanan
kesehatan

Pasal 11

(1] Fasilitas pelayanan kesehatan dapat melakukan rujukan parsial berupa:

a. pengiriman pasien untuk dilakukan pemeriksaan penunjang atau tindakan;
dan

b, pengiriman spesimen untuk pemeriksaan penunjang.

(2] Apahila pasien tersebut adalah pasien rujukan parsial, maka penjaminan pasien
dilakukan oleh fasilitas kesehatan pertijulk

Bagian Kedua
Jenjang Rujukan
Pasal 12

Pelayanan kesehatan harus dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan,
kewenangan dan kompetensi, dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.

Pasal 13
Eujukan harus dilakukan secara berjenjang dengan ketentuan :

a. Rujukan dar Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkar Pertama harus dikirimkan ke
Pemberi Pelayanan Kesehatan vang setara atau tingkat kedua;

N - A et



(1)

(2)

(1)

(2)

(3

Rujukan dari Pemberi Pelayanan Keschatan Tingkat Kedua harus dikirimkan ke
Pemberi Pelayanan Kesehatan vang setara atau Tingkat Ketiga,

Rujukan dapat bersifai horizontal dan vertikal, dengan prinsip mengirim learah
fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu dan lengkap;

. Rujukan dari pember pelayanan kesehatan Tingkat Pertama dapat langsung

dirujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga hanva untuk kasus vang
sudah diagnosis dan rencana terapinya, merupakan pelayanan berulang dan
hanya tersedia di Fasilitas Pelavanan Kesehatan Tingkat Ketiga,

Pasal 14

Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus diutamakan ke fasilitas
pelayanan kesehatan terdekat sesuai jenjang rujukan.

Pasal 15

Ketentuan sebagaimana Pasal 12, 13, dan 14 dikecualikan pada keadaan gawat
darurat, bencana, kelhususan permasalahan pasien, pertimbangan geografis
dan pertimbangan tidak ada fasilitas yvang dibutuhkan dan sarana transporiasi
vang tersedia.

Regionalisasi sistem rujukan akan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 16

Sistern rujukan diwajibkan bagi pasien vang merupakan peserta jaminan
kesehatan atau asuransi kesehatan dan pemberi pelavanan kesehatan,

Peserta asuransi kesehatan komersial mengikut aturan vang berlaku sesuai
dengan ketentuan dalam polis asuransl dengan tetap mengikut pelayanan
kesehatan vang berjenjang.

Pemben pelayanan kesehatan, pasien peserta jaminan dan penjamin pembiavaan
kesehatan dapat mengikuti jenjang rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 dan Pasal 12 kecuali sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 ayat (1),

Pasal 17

Pemberi pelayanan kesehatan terdiri dad

(1)

(2)

Pelayanan Kesehatan Tingkal Pertama merupakan pelavanan kesehatan dasar
yang diberikan oleh ;
a. Klinik Pratama dan jejaring;

b. Praktik Dokter Umum;

c. Praktik Dokter Gugy;

d. Puskesmas dan jejaring (Puskesmas Pembanru, Pushkesmas Keliling,
Poskesdes, Polindes, Poskestren);

£. RS Pratama.

Pelavanan kesehatan tingkat kedua merupakan pelayanan kesehatan spesiahstik
vang dilakukan oleh dokter spesialls atau dokter gigi spesialis vang menggunakan
pengetahuan dan teknologl kesehatan spesialistik meliput: ;



a. Rumah Sakit Umum Kelas C dan D;
b. Rumah Sakit Khusus Kelas C dan B baik pemerintah dan Swasta;

(3] Pelayanan kesehatan tingkat ketiga merupakan pelayanan kesehatan sub
spesialistik yang dilakukan oleh dokter sub spesialis atau dokter gigi sub spesialis
yang mengpunaksn pengetahuan dan teknologi kesehatan aub  spesialistik
meliput :

a. Rumah Sakit Umum Kelas B dan A;
b, Rumah Sakit Khusus Kelas A baik pemerintah dan Swasta;

Bagian Ketiga
SYARAT RUJUKAN
Pasal 18

i1) Pembuat rujukan harus :
a. Mempunyai kompetensi dan wewenang merujuk;

b, Mengetahui kompetensi dan wewenang sasaran/tujuan rujukan
£. Mengetahui kondisi serta kebutuhan objek rujukan

(2] Surat ruukan harus mencantumbkan :
a. Unit yang mempunyai tanggungiawab dalam rujukan, baik yang merajuk atau
yang menerima rujukan;
b Alasan tindakan rujukan;
c. Pelayvanan medis dan rujukan medis vang dibutuhkan: dan
d. Tanda tangan persetujuan pasien atau keluarga.

(3) Burat rujukan harus melampirkan |
a. Formulir rujukan balil:
b. Kartu jaminan kesehatan;
e.  Dokumen hasil pemeriksaan penunjang;

4] Agar rujukan dapat disslenggarakan tepat dan memadai maka suatu rujukan
hendaknva :

4. Adanya Tenaga kesehatan wvang berkompeten dan mempunyal kewenangan
melaksanakan pelayanan medis dan rujukan medis yang dibutuhkan;

b. Adanva pengertian dan informasi timbal balik antara pengirim dan penerima
rujukan;

¢. Adanva pengertian petugas tentang sistem rujukan.

(5) Untuk menjamin keadaan umum pasien agar tetap dalam kondisi stabil selama

perjalanan menuju ketempat rujukan, maka

a. Sarana transportasi yvang digunakan harus dilengkapi alat resusitasi, cairan
infus, oksigen dan dapal menjamin pasien sampai ketempat rujukan tepat
waktu!

k. Pasien didamping oleh dokter/perawar/bidan;

€. Sarana irensportasi/petuges keschaten pendamping memilika fasilites
komunikasi,

(6] Rujukan pasien dan/atau spesimen harus dilakukan jika :
a. Darl hasfl pemeriksaan medis, sudah teridentifikasi bahwa keadaan pasien
tidak dapat ditangani;



b. Pasien memerlukan pelavanan medis spesialis dan/atau subspesialis vang
tidak tersedia of fasilitas pelayanan kesehatan semula;

¢. Pasien memerlukan pelayanan penunjang medis lebih lengkap yvang ridak
tersedia difasilitas pelavanan kesehatan asal;

d. Rujukan dilaksanakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang
diketahui mempunyai tensga dan sarana vang dibutuhkan  menurut
kebutuhan medis atau penunjang medis;

£. Rujukan dapat bersifat horizontal dan vertikal, dengan prinsip mengirim
kearah fasilitas pelavanan kesehatan vang lebih mampu dan lengkap

Pasal 19

|1) Pemberian rujukan untuk pasien jaminan kesehatan harus disertai kejelasan
tentang pembiayaan rujukan dan pembiayaan di fasilitas kesehatan tujuan
rojukan;

|2] Pagien jaminan kesehatan harus dirujulk ke rumah salkdt vang mengadakan kerja
sama dengan penyelengpara jaminan kesehatan

Pasal 20

Tenaga kesehatan dilarang merujuk, menentukan tujuan rajukan atau menerima
rujukan atas dasar kompensasi/imbalan dan fasilitas pelavanan keschatan.

Pasal 21

(1} Penerima rujukan dapat merujuk balik atau mengarahkan rujukan ke fasihtas
pelavanan kesehatan sesual jenjang pelayanannya jika berdasarkan pelayanan
kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau analisa atas alasan
tindakan rujukan, pelavanan medis dan rujukan medis di dalam surat rujukan
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 18 avat (2] huruf b dan ¢ ternvata :

a. Dapat dilakukan oleh fasilitas pelayanan keschatan perujuk:
b. Tidak sesuai dengan jenjang pelayvanan penerima rujukan
(2} Penerima rujukan wajill melaporkan rujukan vang tidak memenuhi syamt

sebagaimana dimakaud pada avat (1) kepada Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Utara atau Dinas Kesehatan Kabupaten (Kota.

Pasal 22
Dalam hal belum tersedianya fasilitas atau tempat bagi pasien rujukan, fasilitas
pelayanan kesehatan vang merujuk wajib tetap memberikan perawatan dan
menjaga stahilitas kesehatan pasien hingga memperoleh tempat rujukan.
BAB IV
KEWAJIBAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 23

(1] Kewajiban Pengirim rugukan -
A  Memberi penjelasan kepada pasien atau keluarganva atas tindakan rujukan
atail kepitusan melakukan rujukan;

N I ¢ N—



(2

Pemberi pelayanan kesehatan/petugas keschatan wajib memeriksa dan
penatalaksanaan awal pasien vang akan dirujuk;

Meminta konfirmasi dan memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan
tujuan rujukarn;

Membuat sural rujukan dengan melampirkan hasil diagnosis pasien dan
resume catatan medis;

Mencatat pada register dan membuat laporan rujukan;

Sebelum dikirim, keadaan omum pasien sudah distabilkan lebih dahulu dan
stahilitas pasien dipertahankan selama perjalanan;

Pasien didampingl oleh tenaga kesehatan vang mengetahui keadaan umum
pasien dan mampu menjaga stabilitas pasien sampdi pasien tiba ditempat
rujukan;

Tenaga kesehatan yang mendampingl pasien menyverahkan surat rujukan
kepada pihak vang berwenang di fasilitas pelayanan keschatan tempat
rujukan melaiul tenaga kesehatan yang mendampingi pasien;

Sural rujukan pertama harus dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar kecuali
dalam keadasn darurat;

Memberi informasi mutakhir mengenal kapasitas sarana yang dimilik sepert
kamar atau tempat tidur;

Kewajiban sarana pelayvanan kesehatan vang menerima rujulan ¢

i

b,

Menenma surat rujukan dan membuat tanda terima pasien;
Mencatat kasus rujukan dan membuat laporan penerimaan rujukan,

Membuat disgnosis dan melaksanakan tindakan medis yang diperlukan serta
melaksanakan perawatan;

Melaksanakan catatan medik sesuat dengan ketentuan:

Memberikan informasi medis kepada fasilitas pelavanan kesehatan pengirim
rujukan;

Membuar surat ruyjukan ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih nngg,
apabila kondisi pasien tidak dapat diatas, dan mengirim tembusannyva kepada
sarana pelayanan kesehatan pengirim pertama,

Membuat rujukan balik ke pengirim rujukan untuk  menindaklanjun
perawatan selanjutnya vang tidak memerlukan pelavanan medis atau
spesialistik atau subspesialistik setelah kondisi pasien stalil;

Menginformasikan mengenal ketersediaan sarana dan prasarana serta
kompetensi dan ketersediaan tenaga kesehatan;

Memberikan pertimbangan medis atas kondisi pasien.



BABV
SISTEM INFORMAS] DAN KOMUNIKAS] RUJUKAN
Pasal 24

1] Dinas kesehatan beserta Fasilitas Kesehatan mengembangkan sistem infarmasi
dan komunikasi rujukan vang bersifat dinamis dan dalam jaringan {on line)
serta  tersedia disernua fasilitas pelayanan kesehatan unmk menjamin
ketepatan rujukan,

{2) Sistem Informasi dan komunikasi rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain memuat :
a. Jenis dan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan,
b. Jenis dan kemampuan tenaga medis;
©. Keberadaan tempat tidur vang kosong disemua kelas; dan
d. Informasi jasa layanan (hotline service) di Dinas Kesehatan dan PPK

(3] Fasilitas pelayanan kesehatan di daerah wajib mengakses sistem mformasi
rujuikan untuk mengetahui kondisi fasilitas pelayanan kesehatan vang akan
dirujuk.

(4] Dinas Kesehatan berkewsjiban untuk mensosialisasikan sistern  rujuken
pelayanan kesehatan kepada masyarakar melalui berbagai media,

BAB VI
PENANGGUNG JAWAB SISTEM RUJUEAN
Pasal 25
(1] Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap tersedianva infrastrulktur vang
menunjang terselenggaranya sistem rujukan secara bermutu dan sesus standar

di Daerah,

(2} Kepala Dinas Kesehatan Provinst Kalimantan Utara adalah penanggung jawahb
sigtem rujukan pelayvanan kesehatan di Tingkat Provinsi.

(3) Kepala Dhnas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah penanggung jawab sistem
rujuksn pelayanan kesehatan di Kabupaten /Kota,

(4] Ketentuan lebih lanjut mengenal mekanisme pelayanan sistem rujukan diatur
dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi,

BAB VII
HETENAGAAN
Pasal 26
(1] Pemerintah Daerah berkewajiban mengupayakan pemenuhan tenaga keschatan

sesual standar dan fasilitas pelayanan Kesehatan khususnva milik Pemerintah
Daerah.,



{2} Pemerintah Dacrah bekerja sama dengan Insititus Pendidikan tenaga keschatan

untuk mengupavakan ketersediaan tenaga medis dan tenagas kesehatan di
Daerah.

(3} Dinas Kesehatan mengupayvakan keberadaan tenaga dokter di Puskesmas dan
Rumah Sakit di Daerah dengan mengoptimalkan pendayvagunaan dokter
intenship vang ditempatkan di Daerah.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 27

(1) Pembiayaan rujukan dilaksanakan sesual ketentuan vang berlaku pada Asuransi
Kesehatan atau jaminan kesehatan.,

(2] Pembiayaan rujukan bapgl pasien vang bukan peserta asuransi kesehatan atau
jaminan kesehatan tetapi masuk kategori tidak mampu dalam kondisi terlantar,
gangguan [iwa, penghuni Lapas, TKI bermasalahl ditenggung oleh Pemerintah
Provinsi.

(3} Pembiayaan rujukan bagi pasien vang bukan peserta Asuransi Kesehatan atau
jaminan kesehatan menjadi tanggung jawab pasien dan/atau keluarganya.

BAB X1
PEMEINAAN, PENGAWASAN MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 28

(1) Dinas Kesehatan melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi
penvelenggaraan sistem rujukan pelavanan kesehatan sesuai dengan fungsi, ugas
dan wewenang masing-masing.

(2) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) melibatkan Asosiasi Rumah Salat, Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES),
Asosiasi Klinik, dan Fasilitas Pelavanan Kesehatan Primer Indonesia (FKFI] dan
Cirganisas Profesi.

(3 Monitoring sebagaimand dimaksud pada aval (1) terhadap penvelenggaraan
pelayanan kesehatan, mulai dari fasilitas pelavanan kesehatan tingkat pertama,
fasilitas pelayanan keschatan tingkat kKedua sampal dengan fasilitas pelayvanan
keschatan tingkat ketiga.

(4] Evalunsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap teknis operasional sistem
rujukan, mutu pelavanan dan pelaksanaan pembiayaan sistem rujukan, termasok
pencatatan dan pelaporantiyvea.

(5] Dalam rangka melakukan pengawasan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan
Kepala Dinas Kesehatan Eabupaten/Kota dapat mengambil tindakan administratif
sesual dengan kewenangan masing-masing,

6] Tindakan administratd] dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau
pencabutan izin praktk tenaga kesehatan dan/atau izin fasilitas pelavanan
keschatan.



BAB X
EETENTUAN PERALTHAN
Pasal 29
Seluriuh pemberi pelayanan kesehatan pada semua tingkat haros menyesuaikan
dengan peraturan ini paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal
ditetapkan.
EAB XI
EETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
Peraturan Gubernur ir mulai berlaku pada tanggal di undanghkan
Apar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Cubernur ini dengan penempatannyva dalam Lembaran Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Utara.

Dhtetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 14 Juli 2014
PJ, GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE
Diundangkan di Tanjung Selor
pada tangeal 14 Juli 2014
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. H.  BADRUN, MSi

Pembina Utama, IV /e
Nip. 19600617 198501 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2014

Salinan sezual dengan aslinya

Bekretariat Daerah Provinsi Kallmantan Utara
Kepala Bagian Hukum & Hak Asasi Manusia

ARMAN JAUHARI, SH
Pembma /IV a
NIP. 19750709 200212 1 003




{2) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Insititusi Pendidikan tenaga kesehatan
untuk mengupayakan ketersediaan tenaga medis dan tenaga keschatan di
Daerah.

(3] Dinas Kesehatan mengupayakan keberadaan renaga doloer di Puskesmas dan

Rumah Sakit di Daerah dengan mengoptimalkan pendayagunaan dokter
intenship vang ditempatkan di Daerah.

BAR VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 27

[1} Pembiayaan rujukean dilaksanakan sesuai ketentuan vang berlaku pada Asuransi
Kesshatan atau Jaminan kesehatan.

(2] Peminayaan rujuken bag pasien yang bukan peserta asurans) kesehatan atau
jaminan kesehatan tetapl masuk kategori tidak mampu dalam kondisl terlantar,
gangguan jiwe, penghuni Lapas, TKT bermasalah ditengeung oleh Pemerintah
Provinsi.

[3) Pemnayaan rujukan bag pasien vang bukan peserta Asuransi Kesehatan atau
Jaminan keschatan menjadi tanggung jawab pasien dan/atau keluarganya.

BAB X1 | 2
PEMBINAAN, PENGAWASAN MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 28

(1) Dinas Kesehatan melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan sistem rujukan pelavanan kesshatan sesuai dengan fungsi, tugas
dan wewenang masing-masing

{2} Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} melibatkan Asosiasi Rumah Saldt, Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES),
Asosias] Klinik, dan Fasilitas Pelavanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFl) dan
Organizasi Profesi,

(3} Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayal (1} terhadap penyvelenggaraan
pelayanan keschatan, mulal dar fasilitas pelayanan kesehatan tingkst pertama,
fasilitas pelavanan kesehatan tingkat kedua sampal dengan fasilitas pelayanan
kesehatan nngkat ketiga.

(4} Evaluasi sebagaimana dimaksud pada aval (1) terhadap teknis operasional sistem
rujukan, mutu pelavanesn dan pelaksangan pembigvasn sistem rujulian, termasuk
pencatatan dan pelaporannyva.

() Dalam rangka melakiukan pengawasan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan
Kepals Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota dapat mengambil tindakan administratif
sesUal dengan kowenangan Masing-masing.

(6} Tindakan administratif dapat berupa teguran lsan, teguran tertulis, atau
pencabutan Izin praktik tenaga kesehatan dan/atau izin fasiliths pelayvanan
kesehatan. Z
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